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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru 

Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru 

dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan 

Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Banjarbaru. 

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk 

menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien 

dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu 

mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk 

dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah 

daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) merupakan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian 

kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD. 
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2.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Jika ditinjau dari aspek historis proses pembentukan, perkembangan dan 

kedudukannya, maka diketahui bahwa keberadaan Sekretariat DPRD pada awalnya 

ditegaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah 

sebagai Alat Kelengkapan DPRD, meskipun personilnya berstatus Pegawai Negeri. 

Selanjutnya dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 

29 ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD bukan sebagai Alat Kelengkapan DPRD, tetapi 

merupakan Unsur Staf yang membantu DPRD menyelenggarakan tugas dan 

kewenangannya. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 120 ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD 

merupakan Perangkat Daerah dengan kedudukan sebagai Unsur Pelayanan terhadap 

DPRD. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan  Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ( Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota 

banjarbaru Nomor 37 ). 

Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sesuai 

dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana dirubah terakhir kali dengan 

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali 

Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Banjarbaru, dimana ditetapkan bahwa Sekretariat DPRD berkedudukan untuk 

Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraruran 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang 

dipimpin oleh seorang Sekretaris secara teknis operasional berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. 
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3.1 SRTUKTUR ORGANISASI 

1.3.1 Tugas Pokok 

    Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelayanan tugas dan fungsi 

DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. 

1.3.2 Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut Sekretaris DPRD mempunyai 

fungsi : 

1) Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD 

2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 

3) Penyelenggaraan rapat-rapat, dokumentasi dan protokoler DPRD 

4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan. 

 Dari tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 

memfasilitasi Anggota DPRD Kota Banjarbaru yang jumlah seluruhnya sebanyak 30 

orang terdiri dari satu (1) Ketua, 2 (dua) Wakil Ketua dan 27 Anggota DPRD serta 

memfasilitasi beberapa alat Kelengkapan Dewan seperti Komisi –Komisi yaitu Komisi I, 

II dan III , Badan Musyawarah, Badan Anggaran , Badan Pembentukan Perda dan 

Badan Kehormatan. Kemudian diluar Alat Kelengkapan Dewan juga memfasilitasi 

Fraksi –Fraksi sebanyak 7 Fraksi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Fraksi Golkar, 

Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, 

dan Fraksi KESAN (Keadilan Sejahtera Amanat Naional). 
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1.3.3 STRUKTUR ORGANISASI 
Tabel 1.1 
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4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI 

1.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Sekretariat DPRD 

 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis dimana proses 

identifikasi isu yang tepat bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas 

priroritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan 

secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-undang  

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat DPRD 

dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif 

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena 

dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas 

dan proses kebijakan Kepala daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka 

menjebatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara 

keduanya. 

Sehubungan hal tersebut diatas, beberapa permasalahan yang muncul 

dalam rangka menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif yaitu :  

 
Tabel 1.2 

Identifikasi Permasalahan Sekretariat DPRD 

 

Aspek Deskripsi 

Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas Pegawai (ASN) sudah baik. Dilihat dari 

kualitas SDM yang tersedia, maka tidak 

sebanding dengan beban tugas Sekretariat 

DPRD yang cukup besar dan luasnya ruang 

lingkup pekerjaannya sehingga perlunya 

pelatihan dan bimbingan teknis terkait lingkup 

pekerjaan yang dilaksanakan. Dan terkait 

dengan kuantitas ASN perlu ditambah, hal ini 

untuk pengoptimaliasi fasilitasi pelayanan dan 

ketepatan waktu sekretariat DPRD atas tugas 
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dan fungsi DPRD. 

Aspek Pelayanan Belum optimalnya pelayanan dengan 

pemanfaatan berbasis IT. Hal ini terkait dengan 

kualitas Sumber Daya Manusia yang masih 

ada beberapa orang yang belum memiliki 

kemampuan dalam IT. Dan juga masih kurang 

lengkapnya fasilitas pelayanan yang sesuai 

dengan standar. Faktor lain yang 

mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan 

karena masih lemahnya control terhadap 

implementasi pelayanan sehingga belum 

terlihat konsistensinya dalam memberikan 

pelayanan yang ramah, cepat dan akuntabel. 

Aspek Sarana dan Prasarana Aspek sarana dan prasarana yang dimiliki 

Sekretariat DPRD masih ada beberapa kurang 

refresentatif seperti masih belum optimalnya 

sarana prasarana untuk mengakses informasi 

yang cepat, dan belum memadai ruangan 

untuk sekretariat dan ruangan untuk anggota 

dewan yang mana masih dalam satu tempat, 

masih belum adanya ruangan khusus untuk 

dialog antara dewan dengan masyarakat dan  

masih belum memadainya ruangan khusus 

bagian program dan keuangan 

 

1.4.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi 

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten 

dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan 

gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota 

organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, 

menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of 

kontrol), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih 

baik (out perform), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, 

menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota 

organisasi. 
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Visi Walikota  Banjarbaru : 

 
“MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA” 

(J    U    A     R    A) 

VISI POKOK-
POKOK VISI 

PENJELASAN VISI 

 
 

 
 
 

“BANJARBARU 
MAJU, AGAMIS, 

DAN SEJAHTERA” 
(BANJARBARU 

JUARA) 

 
MAJU 

 

Cerminan dari komitmen yang 

dibangun untuk menjadikan Kota 

Banjarbaru mempunyai daya saing 

dengan daerah lainnya melalui 

pengembangan 
segala potensi. 

 
AGAMIS 

 

Di maknai bahwa masyarakat Kota 

Banjarbaru yang berakhlak mulia 

adalah salah satu syarat untuk 

memberikan landasan bagi 

tenwujudnya masyarakat yang agamis 

dan berbudi 
pekerti luhur pada tahun 2025 

 
SEJAHTERA 

 

SDM yang berkualitas, 

menumbuhkembangkan ekonomi 

daerah, lingkungan yang sehat dan 

dinamis dan 
Pemerintahanyang baik. 

 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih  

jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa 

yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi 

menjadi penting untuk memberikan kerangka  bagi tujuan dan sasaran serta 

arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh 

untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan 

kondisi yang akan dihadapi pada tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi 

pembangunan kota Banjarbaru Tahun 2021-2026  yaitu : 
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Visi Misi Penjelasan Misi 

  
 
 
 

 
Meningkatkan 

Kualitas Kehidupan 

Masyarakat yang 

Sejahtera dan 

Berakhlak Mulia 

 
Diwujudkan dengan peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM melalui 

peningkatan kinerja pembangunan 

pendidikan, peningkatan kinerja 

pembangunan kesehatan dan 

pembangunan gender. 

 
Untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat yang berakhlak mulia 

dilakukan dengan peningkatan kualitas 

kehidupan beragama yang mencakup 

sarana prasarana publik terkait 

peribadatan dan perhatian pemerintah 

daerah terhadap para pelaku pembinaan 

masyarakat baik organisasi masyarakat 

maupun pribadi masyarakat. 

 
 
 
 

BANJARBARU 

MAJU, AGAMIS, 

DAN SEJAHTERA 

(BANJARBARU 

JUARA) 

  
Di mewujudkan dengan kondisi 

masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih 

maju dengan memanfaatkan potensi lokal 

yang ada dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup.  Untuk 

mencapai kondisi tersebut diwujudkan 

melalui pembangunan ekonomi dan 

pembangunan infrastuktur 
wilayah yang berkelanjutan. 

  

Meningkatkan 

Pembangunan 

Perekonomian 

Daerah yang 

Berkelanjutan 

dengan Kearifan 

Lokal dan Tetap 

Menjaga Kelestarian 

Lingkungan Hidup 

 
Upaya yang dilakukan dalam mencapai 

pembangunan ekonomi, termasuk 

dalam hal pemulihan ekonomi di tengah 

pandemi COVID-19, diantaranya adalah 

dengan pengembangan RT Mandiri, 

pertanian dan pariwisata, pengembangan 

sarana dan prasarana publik (Banjarbaru 

Corner), serta pengembangan 

kepemudaan dan olahraga.  Sedangkan 

upaya dalam mencapai pembangunan 

wilayah berkelanjutan dilakukan dengan 

cara meningkatkan cakupan dan kualitas 

layanan infrastruktur wilayah dan 

pelestarian lingkungan hidup. 

  
Mewujudkan Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Amanah 

 
Di wujudkan dengan pemerintahan 

yang demokratis, baik, dan bersih. 

Dalam periode 2021-2026 mendatang 

tata kelola pemerintahan yang amanah 
dilaksanakan dengan reformasi 
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S1 : 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pendidikan 

Masyarakat 

S2: 

Meningkatny

a Kualitas 

Kesehatan 

Masyarakat 

S3 : 

Meningkatny

a Kesetaraan 

gender 

S4 : 

Terjaganya 

Daya Beli 

Masyarakat 

S5 : 

Meningkatnya 

Keamanan, 

Kenyamanan, 

Kesadaran Hukum 

dan Ketertiban 

Masyarakat 

Berlandaskan 

Budaya 
Lokal 

INDIKATOR 
SASARAN 

Indikator  S1 
: 

1. Angka Rata-

Rata Lama 

Sekolah 

Indikator S2 
: 

1. Angka 

Harapan 

Hidup 

(AHH) 

2. Angka 

Prevalensi 

Stunting 

Indikator S3 : 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (IPG) 

Indikator S4 

: Angka 

Inflasi 

Indikator S5 : 

1. Persentase 

Penyelesaian 

Konflik 

2. Persentase 
Penyelesaian 
Kebencanaan 

Misi 2 

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan 
Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup 

TUJUAN 1 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan 

INDIKATOR TUJUAN 1 

1. Pertumbuhan Ekonomi 
2. Indeks Gini 

SASARAN (S) 

S1 : 

Meningkatn

ya Kegiatan 

Perekonomi

an 
Kota 

S2 : 

Meningkatn

ya 

Pendapata

n Asli 

Daerah dan 

Nilai 
Investasi 
Daerah 

S3 
: 

Menurunny

a 

kemiskinan 

dan 

Penganggu

ran 

S4 : 

Meningkat

nya 

Ketersedi

aan 

Pangan 
Masyarak

at 

S5 : 

Meningkat

nya 

Infrastrukt

ur kota 

yang 
berkualita

s. 

S6 : 

Terjagan

ya 

Kelestaria

n 

Lingkung

an 
Hidup 

INDIKATOR SASARAN 

Misi 1 
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat 

yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia 

TUJUAN 

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan 
Nilai Agama dan Budaya 

INDIKATOR TUJUAN 
 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
 

SASARAN (S) 
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Indikator S1 
 

1. Pertumbuh

an sektor 

pariwisata 

terhadap 

PAD Kota 
2. Pertumbuhan 

UMKM, IKM 
dan 
ekonomi 
kreatif 

Indikator S2 
  

1. Persenta

se 

peningka

tan PAD 

2. Persentase 

peningkata

n investasi 

daerah 

Indikator S3 
  

1. Angka 

Kemiski

nan 

2. Angka 

Pengangg

uran 

IndikatorS4 

 

 Skor Pola 

Pangan 

Harapan 

(PPH) 

untuk 

Ketersedia

an 

Pangan 

Indikator S5 

 

Persentas

e 

Infrastruktu

r Kota 

dalam 

Keadaan 

Baik 

Indikator S6  

 

Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

(IKLH) 

 

Misi 3 
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah 

TUJUAN 

Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN 

INDIKATOR TUJUAN 

Indeks Reformasi Birokrasi 

SASARAN (S) 

S1 : 

Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah dan 

Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah 

Daerah 

S2 : 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 

S3 : 

Meningkatnya Kualitas 

Layanan Informasi 

Publlik Pemerintah 

Daerah 

INDIKATOR SASARAN 

Indikator S1 : 

1. Nilai SAKIP 

2. Nilai LPPD 

3. Opini BPK 

4. Indeks Penerapan

Manajemen Resiko (MRI) 
5. Indeks Profesionalitas 

Aparatur 

Indikator S2 : 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

pemerintah daerah dan Indek 

Kepatuhan 

Indikator S3 :  

 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

(SPBE) 

 

Terkait dengan visi dan misi kota Banjarbaru maka dirumuskan tujuan 

dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strtegis yang menunjukkan 

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 

daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja 

pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari 

visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih kota Banjarbaru Tahun 2021-

2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana 

Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan kota 

Banjarbaru untuk periode tertentu. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan 

tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi 



Laporan Kinerja Sekretriat DPRD Tahun 2024 
 

12 
 

dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan 

daerah.  

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Berkaitan dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih yang 

telah dituangkan dalam Renja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan 

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah pada misi 3 yaitu mewujudkan tata 

kelola pemerintahan   yang amanah dengan tujuan terwujudnya pemerintahan 

yang  efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN  dengan indikator tujuan indeks 

reformasi birokrasi. Dengan sasaran meningkatnya  kualitas pelayanan publik 

dengan indikator tujuan indeks kepuasan Masyarakat ( IKM ) pemerintah 

daerah dan indeks kepatuhan       yang menjadi pedoman Sekretariat DPRD 

dalam periode 2021 -   2026 yaitu untuk meningkatkan kualitas fasilitasi                      

dalam pelaksanaan tuga s, fungsi dan wewenang DPRD Kota Banjarbaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Tujuan adalah pernyataan-pertanyaan tentang hal-hal yang   perlu   

dilakukan untuk   mencapai   visi, melaksanakan     misi   dengan   menjawab 

isu 

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan 

sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, 

hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan 

dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi 

beban kerja dan tanggung jawab Sekretariat DPRD melalui rancangan 

program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerja. 

 Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang 

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah penunjang urusan pemerintah 

daerah kab/kota dan urusan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

Mendasarkan pada RPJMD kota Banjarbaru tahun 2021-2026, tujuan dan 

sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD tercantum pada misi 3 yaitu 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Sesuai dengan misi 

tersebut maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan 
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langsung dengan Sekretariat DPRD yaitu terwujudnya pemerintahan yang 

efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN. 

 Selain itu, dalam rangka pencapaian indikator kinerja terkait 

program-program rutin yang dilaksanakan Sekertariat DPRD, ditetapkan juga 

tujuan lain yaitu meningkatnya pelayanan publik Sekretarit DPRD, ditetapkan 

juga tujuan lain yaitu meningkatkan kualitas fasilitasi dalam pelaksanaan 

tugas, fungsi dan wewenang DPRD . Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan 

tersebut yang berkaitan secara langsung dengan sekretariat DPRD adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Tujuan Sasaran 

 

Tujuan Sasaran 

Meningkatkan pemerintahan yang 

efektif, efesien,akuntabel dan bebas 

KKN 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Publik 

 

 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun 

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai 

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam pencapaian sasaran,  strategi dan kebijakan dalam tabel 
sebagai berikut : 

Tabel 1.5 

Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

 

Meningkatkan 

Pelayanan Kualitas 

Publik Berbasis 

Teknologi Informasi 

Peningkatan Dukungan 

Pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut 

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi 

pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian 

kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati / 

Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima 

amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikatorkinerja.Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan 

antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai 

penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta  sumber daya yang tersedia.  

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen 

antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan 

tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 

sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.  

 
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Sesuai dengan petunjuk Peraturan Presiden Nomor  39 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang petunjuk teknis 

perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, maka Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan 

dalam tahun 2023 dengan berpedoman kepada tujuan dan sasaran sebagaimana 

tersebut pada tabel-tabel diatas, kemudian langkah selanjutnya menjadi penetapan 

ke dalam Perjanjian Kinerja yang dilengkapi dengan Sasaran, Indikator dan Target 

Kinerja yang ingin dicapai sebagai dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja. 

Sebagaimana Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2024 

sebagai berikut :  
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I. Perjanjian Kerja Eselon II 

Perjanjian Kerja Eselon II Sekretaris DPRD pada Sekretariat DPRD Kota 

Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DPRD 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

 

Tingkat Kepuasan Dukungan 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD Kota Banjarbaru . 

Puas 

 

NO PROGRAM ANGGARAN 

1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Rp 37.017.596.845 

2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI DPRD 

Rp 34.680.090.300 

 

 Target Puas pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD adalah apabila fungsi 

DPRD pada Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), Penganggaran dan 

Pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Perundangan telah terfasilitasi. 

 

II.Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik maka sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator 

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis 

instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD 

Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :  
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INDIKATOR KINERJA UTAMA   

 
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU 

  TUGAS : Menyelenggarakan Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Sekretariat DPRD dan Memfasilitasi Kegiatan Dalam Program 
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

 

FUNGSI :       

  

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesetariatan DPRD 

  

  

2. Penyelenggaraan Aministras Perecanaan  dan 
Keuangan DPRD 

  

  

3. Penyelenggaraan Administrasi  rapat-rapat, 
dokumentasi, pemberitaan dan Humas dan Protokoller 
DPRD, dan 

  

  

4. Penyediaan dan  Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang 
diperlukan oleh DPRD 

        

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN     

(Makna Indikator, alasan 
Pemilihan Indikator dan cara 

Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

     
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Tingkat 
Kepuasan 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Tugas dan 
Fungsi DPRD 
Kota 
Banjarbaru. 

Berdasarkan prinsip 
pelayanan sebagaimana 
telah ditetapkan dalam 
keputusan mentri 
pendayagunaan aparatur 
negara  nomor ; 
Kep/25/M.Pan/2/2004 
tanggal, 2 Pebruari 2004 

Sekretaris 
DPRD 

Sekretariat 
DPRD 

 

        Perhitungan :     
 

       Nilai Hasil Survai  Kepuasan 
Anggota DPRD terhadap 
pelayanan Sekretariat  
DPRD Kota Banjarbaru 

  
  

 
         

  
 

       Rumus      
 

       Nilai = Total Skor x 100     
 

                     Y     
 

       Keterangan :     
 

          
Y = Skor Tertinggi Likert x 
Jumlah Responden 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 

untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu 

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 2021–2026, dan dituangkan 

lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum 

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima 

pelaporan / pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dibuat sesuai 

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan 

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis 

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Renja Tahun 

2022, sesuai dengan ketentuan tersebut untuk itulah diperlukan adanya suatu 

pengukuran kinerja. 

Sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 

Tahun 2021-2026 bahwa mewujudkan pemerintahan yang baik dilakukan melalui 

manajemen pemerintahan yang terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat 

waktu serta data yang akurat.  

Laporan kinerja ini mengungkapkan capaian kinerja tahun 2024 yang 

merupakan kinerja utama terhadap target pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam 

renstra, disertai pembandingan antara target dan realisasi tahun ini maupun dengan 

tahun lalu, membandingkan kinerja dengan kabupaten/kota/provinsi dan perbandingan 

reasalisasi dengan  target akhir renstra maupun dan standar nasional. 
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1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja 

yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja 

yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran 

kinerja. 

Capaian Kinerja Organisasi pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 

Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 2 (dua) program yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 

Kesimpulan hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dibagi menjadi 8 (empat) skala pengukuran dengan katagori sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.1 
Skala Pengukuran Capaian Kinerja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi  

(100%) dan terdapat upaya inovatif 

serta layak menjadi percontohan 

secara nasional 

AA (Bobot nilai 100) 

2 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi  

(100%) dan terdapat beberapa upaya 

yang bisa dihargai dari pemenuhan 

kriteria tersebut  

A (Bobot nilai 90) 
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Evaluasi kinerja juga dilakukan untuk menganalisis efisiensi dengan cara 

membandingkan antara output (keluaran) dengan input (masukan) baik untuk 

rencana maupun realisasi. Dengan demikian akan diperoleh gambaran tingkat 

efisiensi antar indikator-indikator capaian dari masing-masing indikator kinerja 

utama dari program dan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Jika kualitas seluruh kriteria telah 

terpenuhi  (100%) sesuai dengan 

mandat kebijakan 

BB (Bobot nilai 80) 

4 Jika kualitas sebagian besar kriteria 

telah terpenuhi  (>75% - 100%)  

B (Bobot nilai 70) 

5 Jika kualitas sebagian besar kriteria 

telah terpenuhi  (>50% - 75%)  

CC (Bobot nilai 60) 

6 Jika kualitas sebagian kecil kriteria 

telah terpenuhi  (>25% - 50%)  

C (Bobot nilai 50) 

7 Jika kriteria penilaian akuntabilitas 

kinerja telah mulai dipenuhi (>0-25%) 

D (Bobot nilai 30) 

8 Jika sama sekali tidak ada upaya 

dalam pemenuhan kriteria penilaian 

akuntabilitas kinerja  

E (Bobot nilai 0) 
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Berikut disajikan Capaian Hasil Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 

keseluruhan pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2024 

 

Kode Rekening Uraian 
Target Kinerja Realisasi Kinerja 

Perrsentase 
(%) 

Jumlah Satuan Jumlah Satuan 
 

1 2 3 4 5 6 7 

SEKRETARIAT DPRD           

04.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

4.02.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

        100 

4.02.01.2.01.01 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

3 Dokumen 3 Dokumen 100 

4.02.01.2.01.06 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

4 Laporan 4 Laporan 100 

4.02.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

        97 

4.02.01.2.02.01 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

43 Orang/Bulan 39 Orang/Bulan 91 

4.02.01.2.02.05 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

2 Laporan 2 Laporan 100 

4.02.01.2.02.07 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD 

4 Laporan 4 Laporan 100 

4.02.01.2.03 
Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 

        100 

4.02.01.2.03.05 
Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100 

4.02.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

        100 

4.02.01.2.05.02 
Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 

3 Paket 3 Paket 100 

4.02.01.2.05.11 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

58 Orang 58 Orang 100 

4.02.01.2.06 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

        96 

4.02.01.2.06.02 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

6 Paket 6 Paket 100 

4.02.01.2.06.04 
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

8 Paket 8 Paket 100 

4.02.01.2.06.05 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

16 Paket 16 Paket 100 

4.02.01.2.06.06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

12 Dokumen 9 Dokumen 75 

4.02.01.2.06.09 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100 
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4.02.01.2.06.10 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

12 Dokumen 12 Dokumen 100 

4.02.01.2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

        83 

4.02.01.2.07.0005 
Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

3 Unit 1 Unit 33 

4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 4 Unit 4 Unit 100 

4.02.01.2.07.06 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

43 Unit 43 Unit 100 

4.02.01.2.07.11 
Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

9 Unit 9 Unit 100 

4.02.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

        100 

4.02.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

12 Laporan 12 Laporan 100 

4.02.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

12 Laporan 12 Laporan 100 

4.02.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

        100 

4.02.01.2.09.01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

4 Unit 4 Unit 100 

4.02.01.2.09.02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

27 Unit 27 Unit 100 

4.02.01.2.09.06 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

214 Unit 214 Unit 100 

4.02.01.2.09.11 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

4 Unit 4 Unit 100 

4.02.01.2.15 
Layanan Keuangan dan 
Kesejahteraan DPRD 

        87 

4.02.01.2.15.01 
Penyelenggaraan Administrasi 
Keuangan DPRD 

30 Orang/Bulan 30 Orang/Bulan 100 

4.02.01.2.15.02 
Penyediaan Pakaian Dinas dan 
Atribut DPRD 

5 Paket 5 Paket 100 

4.02.01.2.15.03 
Pelaksanaan Medical Check Up 
DPRD 

30 Orang 18 Orang 60 

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD         100 

4.02.01.2.16.04 
Penyediaan Kebutuhan Rumah 
Tangga DPRD 

3 Paket 3 Paket 100 
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Kode Rekening Uraian 
Target Kinerja Realisasi Kinerja 

Perrsentase 
(%) 

Jumlah Satuan Jumlah Satuan 
 

1 2 3 4 5 6 7 

SEKRETARIAT DPRD           

04.02.02 
PROGRAM DUKUNGAN 
PELAKSANAAN TUGAS DAN 
FUNGSI DPRD 

          

4.02.02.2.01 
Pembentukan Peraturan Daerah 
dan Peraturan DPRD 

        100 

4.02.02.2.01.0002 
Pembahasan Rancangan Peraturan 
Daerah 

12 Dokumen 12 Dokumen 100 

4.02.02.2.01.0004 
Fasilitasi Penyusunan 
Penjelasan/Keterangan Naskah 
Akademik 

3 Dokumen 3 Dokumen 100 

4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran         100 

4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS 6 Dokumen 6 Dokumen 100 

4.02.02.2.02.0002 
Pembahasan Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS 

6 Dokumen 6 Dokumen 100 

4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD 6 Dokumen 6 Dokumen 100 

4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan 6 Dokumen 6 Dokumen 100 

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD         68 

4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 100 

4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 100 

4.02.02.2.04.04 
Penyediaan Kelompok Pakar dan 
Tim Ahli 

40 Orang 12 Orang 30 

4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 84 Orang 0 Orang 0 

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 100 

4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 9 Dokumen 75 

4.02.02.2.05 
Penyerapan dan Penghimpunan 
Aspirasi Masyarakat 

        78 

4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 12 Laporan 12 Laporan 100 

4.02.02.2.05.02 
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 
DPRD 

3 Dokumen 2 Dokumen 67 

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 90 Dokumen 60 Dokumen 67 

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD         131 

4.02.02.2.08.0001 
Koordinasi dan Konsultasi 
Pelaksanaan Tugas DPRD 

101 Dokumen 195 Dokumen 193 

4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 1 Laporan 1 Laporan 100 

4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 100 

JUMLAH 96 
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1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

Capaian  Kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota 

Banjarbaru selama Tahun 2024 sebagaimana tergambar pada Capaian 

Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD pada Capaian Kinerja Eselon II pada pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 3.3 

Pencapaian Kinerja 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tingkat Kepuasan 

Dukungan Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi DPRD  

Indeks 

% 

 

Puas 

85% 

Puas 

86,38% 

Puas 

86,38% 

 

Adapun penjelasan capaian Indikator kinerja dengan Kreteria Puas 

sebagai berikut  : 

 Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja  Tingkat Kepuasan Dukungan 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD didasarkan pada terfasilitasinya 

Fungsi DPRD sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2028 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD 

Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana uraian berikut : 

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). 

2. Fungsi Penganggaran. 

3. Fungsi Pengawasan. 

 
I. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) 

Dalam Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD 

Kota Banjarbaru dapat dilihat dengan telah terlaksanakanya pengkajian, 

pembahasan, perumusan dan finalisasi atas peraturan daerah yang dijukan 

oleh eksekutif atau Pemerintah Kota Banjarbaru dan perda inisiatif dari legislatif 

atau DPRD Kota Banjarbaru. 
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Adapun Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2024 dari Eksekutif atau 

Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang telah dikaji, dibahas, dirumuskan dan 

telah difinalisasi sampai dengan telah diundangkan di lembaran daerah dengan 

rincian sebagai berikut : (datanya dari bu silvy) 

 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2022. 

 Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 Perda tentang APBD Tahun 2024. 

 Perda tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Perda tentang Pengelolaan Sampah. 

 Perda tentang Penyelenggaraan Kemudahan perlindungan dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. 

 Perda tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

 Perda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan 

 Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. 

 Perda tentang Pencabutan Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. 

Adapun Peraturan daerah Tahun 2024 (Perda) inisiatif dari Legislatif 

atau DPRD Kota Banjarbaru yang telah dikaji, dibahas, dirumuskan dan telah 

difinalisasi sampai dengan telah diundangkan pada lembaran daerah dengan 

rincian sebagai berikut : (datanya dari bu silvy) 

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan 

2. Raperda tentang Sistem Drainase 

3. Raperda tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Laporan Pajak DaerahPerda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

 
II. Fungsi Anggaran atau Budgeting 

Fungsi Anggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan 

dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan 

fungsi anggaran tersebut, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan 

reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh 

pemerintah daerah saja. Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang 

demokratis dan efektif, penguatan peran parlemen merupakan salah satu kunci 
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pokok, diharapkan parlemen mampu menjadi mitra pemerintah yang kritis dan 

konstruktif. 

Fungsi anggaran pada dasarnya memiliki peran penting dalam 

membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Kajian ini membahas tahapanpenyusunan dan 

penetapan APBD dan fungsi anggaran DPRD dalam menyusun APBD untuk 

mewujudkan pembangunan daerah. 

Adapun pelaksanaan fungsi anggaran yang telah difasilitasi oleh 

Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebagaimana pada Tabel berikut : (Datanya 

dari Bu lia/dina) 

1. Pembahasan KUA/PPAS dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2023 

dilaksanakan 10 kali bersama Eksekutif, Ketua dan Anggota TAPD 

Pemerintah Kota Banjarbaru. 

2. Pembahasan APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023 dilaksanakan 7 

kali bersama Eksekutif, Ketua dan Anggota TAPD Pemerintah Kota 

Banjarbaru. 

3. Pembahasan LKPJ Tahun 2023 dilaksanakan 5 kali bersama Eksekutif 

Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pihak Luar Berkompeten. 

 
III. Fungsi Pengawasan 

Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran 

yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia 

khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah Lembaga 

perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan 

sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya 

pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan 

DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana 

kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap 

pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme 

checks and balances dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good 

governace) di daerah. 

Sebagai wujud nyata pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap 

Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut : 

1. Rapat-rapat intern terkait kinerja skpd 
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2. Kunker dalam daerah terkait pelaksanaan dan pertanggung jawaban 

program pembangunan daerah, seperti : Pembangunan, Rehab dan 

Pemeliharaan Asset Fisik dan Non Fisik oleh Eksekutif, Program Bansos 

dan Hibah oleh Pemerintah Daerah serta hal-hal lainnya yang 

menggunakan Dana APBD Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. 

3. Laporan keterangan pertanggungjawaban walikota atas kinerja 

pemerintah daerah seperi laporan hasil temuan/audit BKP, KPK dan LKPJ 

Pemerintah Daerah 

Tugas DPRD berkaitan dengan fungsi pengawasan pertama sebagai 

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/bupati, APBD, 

kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan 

daerah dan kerjasama internasional (Pasal 78 (3) UU 22/2003 dan pasal 42 (3) 

UU 32/2004), kedua Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 

bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi (Pasal 78 (6) UU 

22/2003 dan pasal 42 (8) UU No. 32/2004), ketiga DPRD berwenang meminta 

pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, 

badan hukum, dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang 

sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara (Pasal 

82 UU No. 22/2003). 

Berdasarkan uraian diatas untuk kinerja Sekretriat DPRD dalam 

Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD telah terlaksana atau terealisasi  yang 

berarti dapat disimpulkan masuk dalam kriteria Puas dengan Nilai IKM 86,38. 

 
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir 

Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 dalam Perencanaan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.4 
Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir 

 

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tahun 2024 terlaksana atau terfasiltasi 

dengan baik dengan hasil Puas, dan realisasi capaian kinerja tahun 2024 

terlaksana dengan nilai IKM 86,38 artinya masuk kreteria Puas sesuai dengan 

yang ditargetkan. 

 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra SKPD 

Tabel 3.5 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

SEKRETARIAT 

DPRD TAHUN 

2021 

TARGET 

RENSTRA 

TAHUN 

2021 

TARGET 

RENSTRA 

TAHUN 

2022 

TARGET 

RENSTRA 

TAHUN 

2023 

TARGET 

RENSTRA 

TAHUN 

2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. 

 

Tingkat 

Kepuasan 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Fungsi DPRD 

100 100 100 85 85 

 

 

 

No 
Indikator 

Kinerja 

2022 2023 2024 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1. 

Tingkat 

Kepuasan 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Fungsi 

DPRD 

Puas Puas 
Puas 

(85) 
86,20 Puas 86,38 
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4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi.  

Tabel 3.6 

INDIKATOR 

KINERJA 

KOTA 

BANJARBARU 
KAB.BANJAR 

KAB. TANAH 

LAUT 

KOTA  

BANJARMASIN 

PROVINSI KAL-

SEL 

(1) (2) (3)  (4) (5) 

Tingkat 

Kepuasan 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Fungsi DPRD  

Puas Indeks Indikator 

tidak sama 

Indikator 

tidak sama 

Indikator tidak 

sama 

Indikator tidak 

sama 

 

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan DAN Solusi alternatif yang 
akan dilakukan. 

A. Hal-hal yang mendukung Keberhasilan Capaian Kinerja Indikator Tingkat 

Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 

 
1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). 

Pada Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilihat dari Jumlah 

Raperda yang telah diusulkan baik dari SKPD Teknis maupun Raperda 

inistiatif dari DPRD yang disahkan tepat waktu dan sudah diparipurnakan. 

Adapun jumlah Raperda disahkan menjadi Perda Tahun 2024 sebanyak 12 

buah, yaitu adalah : 

 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2022. 

 Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 Perda tentang APBD Tahun 2024. 

 Perda tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Perda tentang Pengelolaan Sampah. 

 Perda tentang Penyelenggaraan Kemudahan perlindungan dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. 

 Perda tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

 Perda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan 
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 Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. 

 Perda tentang Pencabutan Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. 

 Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 

 Perda tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. 

2. Fungsi Penganggaran. 

Pada Fungsi Penganggaran dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal 

proses penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 

Angaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi dan tepat waktu. 

 

3. Fungsi Pengawasan. 

Terkait Fungsi Pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentng Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 

kabupaten/kota meliputi : 

 pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan 

bupati/wali kota; 

 pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait 

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan 

 pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru 

dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia khususnya di daerah.  

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru  dapat dilihat 

dari tercapainya target Indikator Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan 

perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN) dengan indikator tercapai 

/terfasilitasi tugas dan fungsi DPRD dengan nilai IKM 86,38 atau Puas. 

B. Adapun Hal-hal yang menjadi kegagalan Capaian Kinerja Indikator Tingkat 

Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.  

1. Kompetensi dan profesionalisme ASN dalam memberikan dukungan 

layanan kepada Dewan masih perlu pelatiha dan bimtek terkait dengan 

dukungan layanan tersesbut. 
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2. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan 

administrasi persidangan (jadwal, kegiatan, undangan, daftar hadir) perlu di 

tambahkan ASN dalam memfasilitasinya. 

3. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan. 

4. Perbaikan, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

terkait dengan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD. 

5. Perbaikan Pelayanan Bagian Risalah dan Perundang – Undangan terkait 

Fasilitasi bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan raperda 

prakarsa DPRD dan  

6. Perbaikan Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

terkait dengan penyediaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD. 

7. Pelayanan Bagian Keuangan,  hasil survey termasuk dengan kreteria 

Cukup Baik, yaitu :  

 Penyusunan / perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan DPRD sebagaimana pada Renja DPRD tahun 2024. 

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pencapaian 

target terutama dari segi anggaran telah dilakukan secara keseluruhan. Total 

anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru setelah perubahan tahun 2024 

sebesar Rp.71.697.687.145 dan realisasi mencapai sebesar 

Rp.64.539.519.221,- dengan serapan mencapai sebesar 90,02% atau terdapat 

penghematan/efisiensi anggaran (silpa) sebesar Rp.7.158.167.924.- atau 

mencapai 9,98%.      

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  

dialokasikan anggaran sebesar Rp 34.680.090.300,- telah terealisasi sebesar 

Rp. 31.550.413.999,- sehingga terdapat penghematan/efisiensi sebesar Rp. 

3.129.677.001,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,98% dan efesien 

anggaran sebesar 9,02%. Sehubungan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 

3.129.677.001,- atau 9,02% adalah kumpulan dari beberapa Sub Kegiatan dari 

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Dari uraian ini 

dapat disimpulkan, sebagai berikut : 

1. Pada Subkeg Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli capaian realisasi 

anggaran hanya sebesar 63,94%, hal ini dikarenakan tidak adanya 

permintaan dari pihak luar terkait kelompok pakar dan tim ahli sehingga dari 

40 orang yang ditargetkan, hanya terealisasi 12 orang. 
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2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi capaian realisasi 

anggaran hanya sebesar 34,41%, hal ini dikarenakan penggajian tenaga 

ahli fraksi dipindahkan ke bagian lain sehingga target tidak terealisasi. 

3. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD capaian 

realisasi anggaran hanya sebesar 66,67%, hali ini dikarenakan adanya satu 

kegiatan reses yang tidak dilaksanakan sehingga kegiatan pokir yang 

merupakan hasil kegiatan reses juga tidak dapat dilaksanakan. 

4. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses capaian realisasi anggaran hanya 

sebesar 66,67%, hali ini adanya satu kegiatan reses yang tidak 

dilaksanakan dikarenakan sesuai aturan pada akhir masa jabatan dewan 

periode yang lama hanya bisa dilaksanakan dua kali kegiatan. 

5. Pada Subkeg Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS capaian 

realisasi anggaran hanya sebesar 50,96%, hal ini dikarenakan pelaksanaan 

rapat anggaran dipercepat dan dimaksimalkan hari dan kegiatannya. 

6. Pada Subkeg Pembahasan APBD Perubahan capaian realisasi anggaran 

hanya sebesar 53,16%, hal ini dikarenakan pelaksanaan rapat anggaran 

dipercepat dan dimaksimalkan hari dan kegiatannya. 

7. Untuk tahun depan maka akan dilakukan perhitungan kebutuhan pada sub 

kegiatan agar anggaran dapat terealisasi dengan baik dan maksimal. 
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Tabel 3.7 
 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

No 
Indikator 

Kinerja 

Pagu Anggaran 

(Rp) 

Realisasi Anggaran Capaian 

Kinerja 

(%) 

Efisiensi 

Anggaran 

(%) 

(Rp) (%)   

1 2 3 4 5 7 6 

1. Tingkat 

Kepuasan 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Fungsi 

DPRD 

27.453.388.900 26.540.794.884 96,68 100 3,32 

 

Program Penunjang 

Realisasi pencapaian target kinerja APBD pada Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru merupakan realisasi pencapaian 

efektifas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan 

Kinerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru 

Tahun 2023.  
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Adapun program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan 

Perwakilan Kota Banjarbaru ada 2 Program, 15 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. 

Program dan Kegiatan Penunjang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Banjarbaru  dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 3.8 

 

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KEUANGAN 

 Realisasi (Rp) % 

Dukungan Pelaksanaan Tugas 

dan fungsi DPRD  34.680.090.300 31.550.413.299 90,98 

1 Pembentukan Perda dan 
Peraturan DPRD 

905.698.100 819.902.100 90,53 

2 Pembahasan Kebijakan 
Anggaran 

332.650.000 238.206.000 71,61 

3 Peningkatan Kapasitas 
DPRD 

6.200.813.150 5.487.418.344 88,5 

4 Penyerapan dan 
Penghimpunan Aspirasi 
masyarakat 

6.340.641.500 4.217.562.500 66,52 

5 Fasilitasi Tugas DPRD 
 

20.900.287.550 20.787.324.355 99,51 

 
Program Utama Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah Program 

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai dengan  RPJMD Kota 

banjarbaru Tahun 2021-2026 ke depan Program lainnya merupakan program/ 

kegiatan penunjang keberhasilan dalam pencapai Program/Kegiatan Penunjang. 

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan 

anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan 

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk 

pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi dan berjalan 

dengan baik.  
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7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian 
Kinerja 

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 

dalam menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Atas Program Dukungan 

Tugas dan Fungsi DPRD di antaranya : 

1) Melaksanakan mengikutsertakan ASN pada pelatihan atau bimbingan teknis 

melalui ASDEKSI. 

2) Melaksanakan mengikutsertakan ASN dan Non ASN pada pelatihan atau 

bimbingan teknis baik secara daring dan luring sesuai dengan jabatan dan 

kinerjanya. 

3) Dalam pembuatan draft Raperda inisiatif dari DPRD Kota Banjarbaru 

melibatkan tenaga ahli / akademisi yang berkompeten dibidangnya. 

4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang merupakan 

produk hukum dari DPRD Kota Banjarbaru melalui media sosial dan website. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah 

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi,  akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, 

efektif dan efesien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian 

merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai 

dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik 

atas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Laporan ini memberikan 

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instasi pemerintah sebagai 

jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menginditasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru terlah memperlihatkan pencapaian 

kinerja yang signifikan atas sasaran strateginya. Sebanyak 2 Program 14 Kegiatan 

dan 42 Sub Kegiatan, sasaran Indikator Utama (IKU) yang tertuang dalam 

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru 

Tahun 2021-2026. IKU telah tercapai sesuai dengan target, nilai rata-rata 85  

dengat  kreteria PUAS. 

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target seluruh indikator 

yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 

2021 – 2026 khusnya tahun 2022 terpenuhi sesuai dengan harapan. Jika tedapat 

Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata 

– mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena 

disadari kesempurnaan hanya milik Allah SWT, namun demikian segala 

kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih 

baik lagi di esok hari. 
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4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang akan datang dengan tetap berpedoman kepada sasaran indikator 

capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka dengan mengevaluasi, 

mencermati serta memperhatikan dari berbagai permasalahan yang menjadi 

kendala-kendala sehingga berdampak belum maksimalnya pencapaian target 

kinerja sebagaimana disimpulkan diatas, guna meningkatkan keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan/ program yang akan datang. 

Bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD secara kualitatif tercapai 

dengan kreteria PUAS dan pencapaian sasaran ini antara lain  berasal dari faktor  

internal organisasi Sekretariat, maupun yang berasal dari  lingkungan eksternal 

organisasi, dari lingkungan internal organisasi kendala yang paling dirasakan 

sekali terkait dengan masih kurangnya motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan 

tugas sementara kendala yang bersifat ekternal belum optimalnya koordinasi 

antara Sekretariat dan DPRD. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing. 

Adapun yang dapat disampaikan dalam peningkatan kinerja Sekretariat 

DPRD Kota Banjarbaru secara keseluruhan sebagai organisasi adalah sebagai 

berikut : 

1. Diperlukan adanya penguatan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

serta pengendalian, sehingga benar-benar merupakan suatu rangkaian proses 

yang menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam menentukan 

tingkat keberhasilan Pencapaian Kinerja. 

2. Untuk dukungan sumber daya manusia diharapkan ASN dalam memberikan 

dukungan layanan dan fasilitasi kepada dewan, inisiatif, komunikasi, kerjasama, 

ketepatan dan kecepatan menyiapkan dukungan administrasi dan materi 

persidangan perlu ditingkatkan, bisa dengan adanya pelatihan bimtek dan 

sosialiasi terkait hal tersebut. 

3. Mengusulkan  Anggaran penyediaan sarana dan prasarana untuk  peningkatan 

kualitas ruang kerja anggota dewan, sarana alat pendukung kinerja Sekretariat 

DPRD seperti Laptop, PC, Printer dan kendaraan dinas serta kualitas 

pendukung seperti toilet, taman, lift, ruang bermain anak, ruang menyusui dan 

alat pendingin. 
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4. Dalam hal pelayanan kehumasan dan keprotokolan perlu adanya fasilitasi 

pengaduan masyarakat ke anggota DPRD, misal dengan adanya aplikasi 

dan/atau nomor khusus pengaduan besesrta adminnya. 

5. Publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat umum perlu di sosialisasikan dan 

ditingkatkan lagi. 

6. Peningkatan pelayanan untuk fasilitasi tamu-tamu anggota DPRD. 

7. Bagian Humas Akan melakukan kordinasi kepada pihak terkait baik media 

massa online dan offline dan meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti 

bimtek teknologi informasi.  

8. Penyusunan Anggaran dengan Perencanaan yang sesuai kebutuhan dalam 

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 

9. Penyediaan tenaga khusus untuk Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi yang 

Profesional dan berkompeten. 

Demikian laporan Kinerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 

Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru ini disusun sesuai telah diterbitkanya Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Tata Cara Review atas Laporan KInerja Instansi Pemerintah. 

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan 

pertimbangan dan penilaian tentang kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan 

dalam usaha lebih meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pemerintah 

Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan yang Maju, Agamis dan 

Sejahtera. 

SEKRETARIS DPRD 

KOTA BANJARBARU 

          

 

 

Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM 

NIP. 19690620 199703 2 004 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja Sekretriat DPRD Tahun 2024 
 

 
 

1. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II 
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2. Surat Pernyataan Telah direviu oleh Inspetorat 
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3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA   

 
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU 

  TUGAS : Menyelenggarakan Kegiatan Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 
dan Memfasilitasi Kegiatan Dalam Program 
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

   

FUNGSI :       

  

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesetariatan DPRD 

  

  

2. Penyelenggaraan Aministras Perecanaan  dan Keuangan DPRD 

  

  

3. Penyelenggaraan Administrasi  rapat-rapat, dokumentasi, pemberitaan dan Humas dan Protokoller 
DPRD, dan 

  

  

4. Penyediaan dan  Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD 

  
  

      
  

No SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN     

(Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan cara 
Perhitungan Indikator) 

PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

     
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 

Tingkat  Kepuasan 
(Fasilitasi) Dukungan 
Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi DPRD Kota 
Banjarbaru . 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah 
ditetapkan dalam keputusan mentri pendayagunaan aparatur 
negara  nomor ; Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal, 2 Pebruari 
2004 

Sekretaris DPRD 
Sekretariat 

DPRD  

        Perhitungan :     
 

       Nilai Hasil Survai  Kepuasan Anggota DPRD terhadap 
pelayanan Sekretariat  DPRD Kota Banjarbaru 

  
  

 
           

 
       Rumus      

 
       Nilai = Total Skor x 100     

 
                     Y     

 
       Keterangan :     

 
          

Y = Skor Tertinggi Likert x Jumlah Responden 
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4. Dokumentasi Pengisian Kuisioner SKM Triwulan IV oleh Anggota DPRD Kota Banjarbaru Periode Tahun 
2024 - 2029 
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5. Rapat Tindak Lanjut Hasil SKM Triwulan IV 2024 Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. 
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6. Hasil Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Oleh Pimpinan DAN ANGGOTA DPRD Kota 
Banjarbaru Tahun 2024 

 

                                                            

  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT   

  

SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU 

    

  PERIODE JULI-DESEMBER 2024     

  

                            

  

  NILAI IKM 

 
 

RESPONDEN   

  

                            

  

  

86  
 

                            

  

  

  JUMLAH 

   

: 21 Orang     

  

  

  

           

    

  

  

  Jenis Kelamin 

      

    

  

  

  

  

Laki-Laki 

 

: 16 Orang     

  

  

  

  

Perempuan : 5 Orang     

  

  

  Pendidikan 

       

    

  

  

  

  

SD 

   

: 0 Orang     

  

  

  

  

SMP 

  

: 0 Orang     

  

  

  

  

SMA 

  

: 2 Orang     

  

  

  

  

Diploma 

 

: 1 Orang     

  

  

  

  

S1 

   

: 15 Orang     

  
,38 

 
 

  

  

S2 Keatas 

 

: 3 Orang     

  
  

                            

  

                            

  

  
BAIK 

  

    

  

                            

  

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN 

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS 

MEMPERBAIKI 

DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT 

 

  

 

 

 

7. Kuesioner  
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8. Hasil Olah Data SKM 
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